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Abstrak

Di tahun politik 2023, kasus korupsi yang menjerat mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) adalah
salah satu yang menarik perhatian publik. Kasus ini bermula dari penyelidikan KPK tentang berbagai dugaan korupsi
di Kementerian Pertanian yang melibatkan SYL dan beberapa pejabat lainnya. Selama menjabat sebagai Menteri
Pertanian, SYL diduga melakukan pemerasan, gratifikasi, dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Pada 11 Oktober
2023, KPK menetapkan SYL sebagai tersangka dan menahannya pada 13 Oktober 2023. Dari informasi yang
didapatkan, SYL diduga menerima dana dari pengusaha dan pejabat terkait Kementerian Pertanian untuk digunakan
untuk membeli perhiasan, mobil, dan jam tangan mewah ebagai imbalan atas penempatan jabatan atau pembelian
barang dan jasa dari departemen tersebut. Di dalam kasus ini, juga terdapat dugaan keterlibatan Ketua KPK Firli
Bahuri, mantan anak buah SYL. Kasus ini juga menimbulkan kontroversi karena diduga berkaitan dengan
perkembangan politik menjelang Pemilu 2023, di mana SYL merupakan salah satu pengusung calon presiden dan
calon wakil presiden, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Kasus ini menimbulkan banyak pertanyaan tentang
etika dan tata kelola pemerintahan, serta menunjukkan betapa kompleks dan berdampak besarnya dalam bidang
hukum dan politik. Artikel ini bertujuan untuk menguraikan fakta-fakta secara kronologis terkait permasalahan-
permasalahan tersebut.
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PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Kasus korupsi yang membawa mantan Menteri Pertanian yaitu Syahrul Yasin Limpo yang juga
merupakan politikus Partai Nasdem menjadi sorotan publik. Kasus ini juga menimbulkan sebuah kontroversi
karena diduga adanya keterlibatan Firli Bahuri yaitu Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang
merupakan mantan bawahan dari Syahrul yang saat itu menjabat sebagai Gubernur Sulawesi Selatan. KPK
membutuhkan waktu kurang lebih 10 bulan untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penahanan. Pada
tanggal 13 Oktober 2023, KPK menetapkan Syahrul Yasin Limpo, Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian
Republik Indonesia, Kasdi Subagyono, dan Muhammad Hatta, Direktur Alat dan Mesin Pertanian Direktorat
Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian Republik Indonesia, Sebagai tersangka atas
kasus korupsi di Kementerian Pertanian. Mereka didakwa melanggar pasal 12 e dan 128 Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sesuai
dengan Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.
B. Rumusan Masalah
1. Apatindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh Syahrul Yasin Limpo sebagai mantan Menteri
Pertanian?
2. Apa gratifikasi yang diterima oleh Syahrul Yasin Limpo saat menjabat sebagai Menteri Pertanian?
3. Bagaimana kronologi dari kasus korupsi yang menjerat Syahrul Yasin Limpo sebagai mantan Menteri
Pertanian?
C. Tujuan Penelitian
Dalam penelitian ini, kami bertujuan untuk mengungkap berbagai aspek terkait kasus korupsi yang menjerat
Syahrul Yasin Limpo, mantan Menteri Pertanian. Serta mengevaluasi proses hukum yang dijalani oleh Syahrul
Yasin Limpo, termasuk penetapan tersangka dan penahanan. Hal ini mencakup detail mengenai dugaan
pemerasan, gratifikasi, dan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan selama masa jabatannya.
D. Kajian Literatur
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Kajian literatur tentang kasus korupsi yang menjerat Syahrul Yasin Limpo (SYL), mantan Menteri
Pertanian, memerlukan analisis dari perspektif hukum, sosiologi, dan ekonomi. Korupsi dalam sistem
pemerintahan, khususnya pada jabatan publik, seringkali dianalisis melalui beberapa teori.

1. Teori Korupsi (Klitgaard’s Formula)

Klitgaard (1998) merumuskan bahwa korupsi muncul karena adanya monopoli kekuasaan, diskresi dalam
pengambilan keputusan, dan lemahnya akuntabilitas. Formula ini relevan dengan kasus SYL, yang sebagai
menteri memiliki akses terhadap pengambilan keputusan penting terkait anggaran dan program pertanian.
Diskresi yang besar pada jabatan menteri membuka peluang bagi praktik korupsi terutama dalam hal
pemerasan dan penerimaan gratifikasi, sebagaimana yang diduga terjadi dalam kasus ini.

2. Teori Keagenan (Agency Theory)

teori ini menjelaskan hubungan antara agen (pejabat publik) dan prinsipal (negara atau publik). Korupsi

terjadi ketika agen bertindak untuk kepentingan pribadi, bukan untuk kepentingan publik yang mereka
wakili. Dalam kasus SYL, posisi sebagai Menteri Pertanian memberikan kesempatan untuk
memanfaatkan jabatannya demi keuntungan pribadi melalui suap dan gratifikasi. SYL diduga terlibat
dalam penggalangan dana dari pejabat-pejabat di kementeriannya dan menerima gratifikasi untuk
penempatan jabatan serta pengadaan barang dan jasa.

3. Teori Sistem Integritas Nasional

Sistem integritas nasional menekankan perlunya transparansi, akuntabilitas, dan kontrol yang kuat di

lembaga-lembaga negara untuk mencegah korupsi. Kasus SYL menunjukkan kelemahan dalam sistem

pengawasan internal di Kementerian Pertanian, yang memungkinkan terjadinya transaksi keuangan
mencurigakan dan penerimaan gratifikasi tanpa pengawasan ketat. Pentingnya transparansi dalam
pengelolaan keuangan publik dan kontrol ketat terhadap pejabat tinggi menjadi isu sentral dalam
pencegahan korupsi pada level ini

4. Teori Deterrence
Teori ini berpendapat bahwa ancaman hukuman yang tegas dan pasti dapat mengurangi korupsi.

Penangkapan dan penyelidikan terhadap SYL oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan

upaya untuk menegakkan hukum secara ketat sebagai bentuk deterrent. Namun, untuk efektif, sanksi ini

harus konsisten diterapkan tanpa memandang posisi atau kekuasaan pelaku. Penegakan hukum yang adil
dan independen penting untuk memastikan bahwa pejabat publik tidak merasa "kebal hukum"

METODE
Penelitian yang kami lakukan yaitu menggunakan metode penelitian kuantitatif. Metode kuantitatif adalah penelitian
yang menggunakan proses pengumpulan dan analisis beberapa data secara objektif untuk menggambarkan suatu
kejadian atau peristiwa. Data-data tersebut digunakan untuk menguji atau mengkonfirmasi teori dan asumsi. Penulis
mengumpulkan data-data sekunder yang berjenis bahan hukum primer dan berita sebagai bahan analisis untuk
menjawab isu mengenai kasus korupsi yang menjerat Syahrul Yasin Limpo mantan Menteri Pertanian. Bahan hukum

HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Tindak Pidana Pencucian Uang yang Dilakukan oleh Syahrul Yasin Limpo mantan Menteri Pertanian.

Dalam kasus ini, Syahrul Yasin Limpo diduga menjadi pelaku tindak pidana pencucian uang dengan cara
menyelewengkan, membelanjakan, mengubah kekayaan yang diperoleh melalui pemerasan atau pemberian tip.
Tindak pidana pencucian uang dihasilkan dengan membeli aset seperti mobil, rumah, tanah, saham, dll atau dengan
menyimpan uang di rekening bank dengan mengatasnamakan pihak ketiga seperti anggota keluarga, saudara atau
bawahan. Pemerasan dalam jabatan merupakan tindakan menggunakan wewenang atau kekuasaan pejabat publik
untuk memaksa seseorang melakukan sesuatu. Dalam kasus ini, Syahrul Yasin Limpo melakukan pemerasan
terhadap sejumlah pihak yang berkepentingan dengan program dan kegiatan Kementrian Pertanian, antara lain
mitra kerja, pemasok barang dan jasa, serta pegawai. Pemerasan ini dilakukan dengan menggunakan cara
mengurangi pembayaran atau menahan, mengancam akan menahan pengakuan atau bantuan, atau menjanjikan
penunjukan atau promosi. Hasilnya Syahrul diduga menerima barang mewah, uang tunai, dan aset selain puluhan
miliar rupiah.

B. Gratifikasi yang diterima oleh Syahrul Yasin Limpo saat menjabat sebagai Menteri Pertanian.
Penerimaan gratifikasi merupakan tindakan yang mencakup penerimaan hadiah atau janji yang berkaitan

dengan jabatan atau wewenang pejabat publik. Dalam kasus ini Syahrul Yasin Limpo diduga telah menerima
gratifikasi yang dilakukan sejumlah pihak berkepentingan dengan keputusan atau kebijakan yang diambil oleh
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Kementerian Pertanian, seperti alokasi anggaran, pemberian izin impor, atau penunjukan rekanan. Gratifikasi ini
berupa barang mewah, uang tunai, dan aset senilai puluhan miliar rupiah.

C. Kronologi dari kasus korupsi yang menjerat Syahrul Yasin Limpo sebagai mantan Menteri Pertanian.

Diawali pada Juni 2023, KPK memberitahukan jika sedang melakukan penyelidikan sebuah kasus dugaan
korupsi yang terdapat pada Kementerian Pertanian. KPK pun melakukan pemanggilan kepada Syahrul Yasin
Limpo selalu menteri pertanian agar memberi keterangan pada tanggal 16 Juni 2023. Namun, pemanggilan tersebut
ditolak lantaran Syahrul melakukan pertemuan para Menteri Pertanian anggota G20 di India. Syahrul akhirnya
memenuhi panggilan tersebut setelah kembali ke Indonesia pada 19 Juni 2023. la diperiksa penyidik terkait dugaan
korupsi selama 3 jam di Kementerian pertanian. Berita mengenai penetapan terhadap tersangka SYL berlanjut
dengan penggeledahan yang dilakukan oleh KPK di rumah dinasnya pada tanggal 28 September 2023. Dari
penggeledahan yang dilakukan, KPK menyita uang senilai Rp 30 miliar yang berupa rupiah dan mata uang asing.
Selain itu, KPK melakukan penyitaan bukti transaksi keuangan dan pembelian barang berharga. Sebelumnya KPK
juga melakukan penggeledahan di rumah Syahrul Yasin Limpo yang berada di kota Makassar dan menyita sebuah
mobil audi a6. Pada tanggal 11 Oktober 2023, Komisi Pemberantasan Korupsi secara terbuka Syahrul Yasin limpo
sebagai tersangka kasus korupsi di Kementerian Pertanian. Syahrul diduga melakukan tiga jenis tindak pidana
korupsi yaitu pemerasan dalam jabatan, penerimaan gratifikasi, dan pencucian uang. KPK juga menetapkan dua
orang lainnya yakni Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Kasdi Subagyono dan Direktur Alat dan Mesin
Pertanian Mohammad Hatta. Menurut Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Johanis Tanak, Syahrul diduga
menerima sekitar Rp13,9 miliar dari Pejabat Kementerian Pertanian melalui Kasdi dan Hatta sebagai imbalan atas
penempatan jabatan atau pembelian produk dan jasa dari departemen tersebut. Selain itu, Syahrul diduga menerima
sumbangan sukarela sebesar Rp1,5 miliar dari seorang pengusaha di bidang alat dan mesin pertanian. Kemudian
uang tersebut digunakan SYL untuk membeli barang-barang berharga seperti mobil, jam tangan, dan perhiasan.
KPK menahan Syahrul di Gedung KPK Cabang Pomdam Jaya Guntur, Jakarta Selatan, selama 20 hari pertama.
Syahrul mengajukan banding awal ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk membatalkan surat mencuri
mencurigakan tersebut. Namun hakim membatalkan kasus tersebut pada tanggal 14 November 2023. Hakim
berpendapat, keputusan tersangka Syahrul sudah berdasarkan proses dan bukti yang cukup. Kasus tersebut juga
menuai kontroversi karena diduga ada keterlibatan Ketua KPK Firli Bahuri yang merupakan mantan anak buah
Syahrul saat menjabat Gubernur Sulawesi Selatan. Firli diperiksa polri sebagai saksi terkait pemerasan yang
dilakukan Syahrul terhadap pengusaha tersebut. Firli membantah ada hubungan apa pun antara dirinya dan Syahrul,
serta menyebut belum menerima uang sepeserpun dari Syahrul. Peristiwa ini juga berdampak pada Partai Nasdem
yang merupakan partai pengusung presiden dan wakil presiden (capres-cawapres) Anies Baswedan-Muhaimin
Iskandar (Cak Imin). Anggota Nasdem menyebut persoalan ini menyangkut Syahrul dan tidak ada kaitannya
dengan partai Anggota Nasdem pun menilai kasus ini tidak akan mempengaruhi kelayakan Anies-Cak Imin pada
pemilu 2024.

KESIMPULAN

Syahrul Yasin Limpo, Kasdi Subagyono, dan Muhammad Hatta telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi
oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam kasus ini, Syahrul Yasin Limpo diduga menjadi pelaku tindak
pidana pencucian uang dengan cara menyelewengkan, membelanjakan, mengubah kekayaan yang diperoleh melalui
pemerasan atau pemberian tip. Tindak pidana pencucian uang dihasilkan dengan membeli aset seperti mobil, rumah,
tanah, saham, dll atau dengan menyimpan uang di rekening bank dengan mengatasnamakan pihak ketiga seperti
anggota keluarga, saudara atau bawahan. Pemerasan dalam jabatan merupakan tindakan menggunakan wewenang atau
kekuasaan pejabat publik untuk memaksa seseorang melakukan sesuatu. Dalam kasus ini, Syahrul Yasin Limpo
melakukan pemerasan terhadap sejumlah pihak yang berkepentingan dengan program dan kegiatan Kementrian
Pertanian, antara lain mitra kerja, pemasok barang dan jasa, serta pegawai. Pemerasan ini dilakukan dengan
menggunakan cara mengurangi pembayaran atau menahan, mengancam akan menahan pengakuan atau bantuan, atau
menjanjikan penunjukan atau promosi. HasilnyaSelain itu, ia diduga melakukan pemerasan dalam jabatan terhadap
orang-orang yang terlibat dalam program dan kegiatan Kementerian Pertanian serta menerima gratifikasi dari orang-
orang yang terlibat dalam keputusan atau kebijakan Kementerian Pertanian. Diduga bahwa Syahrul menerima uang dari
pengusaha dan pejabat Kementerian Pertanian, yang kemudian digunakan untuk membeli mobil, jam tangan, dan
perhiasan mewah. Di rumah mereka, KPK melakukan penggeledahan dan menyita sejumlah bukti, termasuk uang
miliaran rupiah, transaksi keuangan, dan barang berharga. Meskipun Syahrul ditangkap, dia mengajukan banding, yang
kemudian ditolak oleh pengadilan karena tidak ada bukti yang cukup. Selain itu, ada kontroversi tentang dugaan bahwa
Ketua KPK Firli Bahuri, yang diperiksa oleh polisi sebagai saksi dalam kasus pemerasan yang melibatkan Syahrul,
terlibat dalam kasus tersebut. Meskipun kasus ini menimbulkan kontroversi dan perdebatan tentang keterlibatan
berbagai pihak, lembaga terkait terus melakukan penegakan hukum dan investigasi. Selain itu, berdampak pada masalah
politik tentang kelayakan partai dan pemimpin tertentu, meskipun dari perspektif anggota Partai Nasdem percaya bahwa
masalah ini tidak akan mempengaruhi kelayakan calon presiden dan wakil presiden dalam pemilu 2024.
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